
SALINAN 

` 

 
 
 

BUPATI SOPPENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SOPPENG 

NOMOR : 60 TAHUN 2023     

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 91 TAHUN 2021 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN SOPPENG  TAHUN 2022 – 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI SOPPENG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024, maka perlu dilakukan penajaman dan 

penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan 

Bupati Soppeng Nomor 91 Tahun 2021 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Soppeng Tahun 2022-2024;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Soppeng Nomor 91 Tahun 2021 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2022 – 2024; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822);  

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038);  

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1538); 

   7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);  

   8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

442); 

                           9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024  

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 



Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Soppeng Nomor 125); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Soppeng Nomor 139); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 91 TAHUN 2021 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN SOPPENG  TAHUN 2022 – 2024. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 91 Tahun 2021 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 
2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 91), diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 16 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 1 

5. Unit Kerja/unit Organisasi adalah bagian dari  Perangkat Daerah 

dalam lingkup Pemerintah Daerah. 

6. Tim adalah Tim yang dibentuk yang berperan untuk melakukan 
pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan, 

Tim tersebut dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 
7. Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal atau Strategic  

Transformation Unit bersifat fungsional yang disingkat dengan STU 

adalah   Tim atau unit Pengelola, bertugas untuk menggerakkan, 

memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 
termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

berdampak pada pencapaian strategis program pembangunan, 

sehingga Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi berperan 
sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkup perangkat daerah. 

16.Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah penilaian 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2022-2024, setelah penajaman dimaksudkan sebagai 

rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2022-2024. 



(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan kelanjutan dari Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024 yang disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024. 

(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam rangka memberikan arah 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, agar berjalan secara sistemik, 

komprehensif  dan berkelanjutan serta dapat dilaksanakan sampai 

unit kerja, dan dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 4 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 

2022-2024 setelah penajaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,  

bertujuan: 

a. Mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing 

mendorong pembangunan dan pelayanan publik.  

b. untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara sistemik, 

komprehensif dan berkelanjutan.  

c. sebagai suatu dokumen perencanaan dan tata kelola Reformasi 

Birokrasi yang dapat dipahami oleh seluruh stakeholder yang 

berkepentingan; dan 

d. sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentanng  Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024. 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 5 

(1) Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten       Soppeng Tahun 2022-2024 setelah penajaman, terdiri 

atas : 

 
BAB I PENDAHULUAN 

BAB II    GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

BAB III   AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

BAB 1V  MANAJEMEN PELAKSANAAN REfORMASI BIROKRASI 

BAB V    PENUTUP 

 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024  

setelah penajaman berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 

 

  ttd 
 

A. TENRI SESSU 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 60 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

 

 

MUSRIADI, SH.MM 

 

Ditetapkan di Watansoppeng 

pada tanggal  7 September 2023   
 

BUPATI SOPPENG, 

 

ttd 
 

A. KASWADI RAZAK 

 

 
Diundangkan di Watansoppeng 
pada tanggal 7 September 2023 

 


